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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 72| /KEP/HK/2022
TENTANG

PETA PROSES BISNIS

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a.

Mengingat s L

TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan
tujuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
diperlukan efektivitas, efesiensi dan produktifitas dalam
pelaksanaan tugas serta hubungan Kkerja agar
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi
pemangku kepentingan;

. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai

dengan tujuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar perangkat daerah lingkup
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Ilembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformast Birokrast Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penvusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023.

LX}

KEDUA Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, meliputi:

a. peta proses;

b. peta sub proses;

c. peta relasi; dan

d. peta lintas fungsi.

KETIGA

“@w

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang ‘
pada tanggal 22 MAeET 2022

'h GUBERNUR NUSA TENGGARA TlMUl%

\b_—

¢t VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 1 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 22 wymsner 2022

TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan
pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan
sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan
yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan
aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan
sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam
pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen
yang kuat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bentuk komitmen
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dinyatakan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya misi ke lima yaitu “Mewujudkan reformasi
birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik”,

Salah satu area Reformasi Birokrasi adalah Penguatan
Ketatalaksanaan. Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Tatalaksana
bertujuan untuk mewujudkan proses penvelenggaraan organisasi dan
administrasi pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan vang baik. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait
dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan
sutput dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih
antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan
membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis

Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun




1.2,

Peta Proses Bisnis sebagai acuan bagi setiap unit kerja dalam
melaksanakan program secara kolaboratif sesuai tugas dan fungsi masing-
masing.

Berdasarkan arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tersebut, maka
disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
menggambarkan proses bisnis yang akan dilakukan oleh Perangkat
Daerah dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi Pembangunan

Daerah

Tujuan dan Manfaat

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023 bertujuan untuk :

1) Menggambarkan arah pelaksanaan visi, misi, tujuan sesuai dengan
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 agar setiap

tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2) Memudahkan komunikasi baik secara internal maupun eksternal
dalam melaksanakan aktivitas kegiatan lintas sektoral.

3) Mendukung proses sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas lintas sektor untuk percepatan pencapaian target kinerja.

Adapun manfaat dari Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur adalah :

1) Mempermudah proses identifikasi masalah yang ada dalam
pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih
terarah.

2) Sebagai standar dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan sehingga
memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas

kualitas pelaksanaan pekerjaan.

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023] 2 ‘



2.1,

BAB II

PENJABARAN VISI, MISI, TUJUAN DALAM PETA PROSES BISNIS

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023

A. Visi

C.

‘NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi

| ¥

Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.

2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat
pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty).

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah.

2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial.

3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi
daerah (prime mover).

S. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam
pengembangan ekonomi masyarakat.

6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta
kesehatan kepada semua penduduk.

7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik

adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.
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D. Sasaran : ,

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan
keamanan pangan.

2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam
perekonomian daerah.

3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta
kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk.

4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan
daerah.

5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak
huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin.

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah.

8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan
unsur S5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation,
Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan).

9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur.

10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.

11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan.

12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita.

13. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta
partisipatif.

2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

NO MISI TUJUAN SASARAN
1. | Mewujudkan 1. Mewujudkan 1. Tumbuhnya
masyarakat Masyarakat Nusa Ekonomi Daerah
sejahtera, mandiri Tenggara Timur yang secara stabil dan
dan adil makmur dan berkelanjutan
sejahtera
2. Berkurangnya
Kemiskinan
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Visi

: “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

3. Terciptanya

Lapangan Kerja dan
Meningkatnya
Produktivitas
Angkatan Kerja

2. Mewujudkan Nusa

Tenggara Timur yang

mandiri

. Meningkatnya

kontribusi PAD
terhadap
Pendapatan Daerah

. Menguatnya

Peranan NTT dalam
perdagangan
regional

. Menurunnya

ketergantungan
ekonomi

masyarakat

. Meningkatnya

ketahanan dan
kedaulatan pangan

3. Mewujudkan NTT

yang berkeadilan

social

. Berkurangnya

ketimpangan antar
kelompok
pendapatan dan
antar wilayah

. Hadirnya keadilan

bagi perempuan
untuk
berpartisipasi
dalam masyarakat

. Meningkatnya

perlindungan
terhadap
perempuan dan
anak
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Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”
NO MISI TUJUAN SASARAN
2. |Membangun NTT | 1. Mewujudkan 1. Pengembangan
sebagai salah satu pariwisata sebagai pariwisata NTT
gerbang dan pusat penggerak utama melalui pemenuhan
pengembangan ekonomi daerah unsur 5A
pariwisata nasional (prime mover) pariwisata
(Ring of Beauty) (Attraction,
Accessibility,
Accommodation,
Amenities, dan
Awareness) dengan
pola pendekatan
kawasan
3. | Meningkatkan . Mempercepat 1. Meningkatnya
ketersediaan dan pembangunan Aksesibilitas dan
kualitas infrastruktur yang kualitas
Infrastruktur berkualitas dalam infrastruktur
untuk pengembangan
mempercepat ekonomi masyarakat 2. Meningkataya
pembangunan kualitas

infrastruktur irigasi
dan pengairan
dalam mendukung
perekonomian
daerah

. Meningkatnya

ketersediaan
infrastruktur
pelayanan dasar

1. Meningkatnya akses

masyarakat
terhadap
perumahan layak
air minum dan

sanitasi

2. Terlaksannya

percepatan
pembangunan
elektrifikasi
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Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM

BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

NO MISI TUJUAN SASARAN
3. Menjamin 1. Meningkatnya
terpenuhinya kualitas lingkungan
dimensi hidup daerah
keberlanjutan
(sustainability) 2. Menurunnya emisi
lingkungan hidup gas rumah kaca

dalam pembangunan 3

. Menjaga konsistensi

perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan bidang

penataan ruang

. Meningkatnya

ketangguhan

bencana daerah

4. | Meningkatkan 1. Mewujudkan 1

kualitas sumber kualitas SDM NTT

. Meningkatnya

kualitas SDM NTT

daya manusia yang tinggi dan yang tinggi dan
berdaya saing berdaya saing
2. Meningkatnya
derajat Kesehatan
masyarakat NTT
3. Meningkatnya
kualitas pemuda
dan prestasi olah
raga
5. | Mewujudkan 1. Menciptakan 1. Meningkatnya
reformasi birokrasi Birokrasi yang kualitas tatakelola
pemerintahan profesional dengan penyelenggaraan
untuk karakteristik adaptif, pemerintahan dan
meningkatkan berintegritas, pelayanan  publik
kualitas pelayanan berkinerja tinggi, yang efektif,
publik bebas dan Dbersih akuntabel,
KKN transparan dan
partisipatif
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2.3.

2.4.

Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan
RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Prioritas 2 : Pembangunan Sektor Produktif dan Lingkungan.
Prioritas 3 : Pembangunan Pariwisata.

Prioritas 4 : Pembangunan Infrastruktur.

Prioritas 5 : Tata Kelola Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh)

Proses Utama yaitu :

NTTO1 : Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.
NTTO2 : Peningkatan Pendapatan Masyarakat.

NTTO3 : Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
NTTO4 : Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata.

NTTOS : Peningkatan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan
Transportasi.

NTTOG6 : Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan dan Kesehatan.
NTTO7 : Percepatan Reformasi Birokrasi.

Ke 7 (tujuh) Proses Utama tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Peta
Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-
2023.

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023 merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling
berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran
RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
Rangkaian alur kerja dalam Peta Proses Bisnis digambarkan dalam Peta
Proses, Peta Sub Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi.
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Pemprov,
Pem.Kab/

Pelaku
Usaha

Seluruh PD

Masyarakat

Akademis

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan
proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi
permintaan atau kebutuhan organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna
layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung
pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial
organisasi. Peta Proses digambarkan dengan prinsip Supplier-Input-Proses-
Output-Customer.

PROSES UTAMA

NTT8. NTTS. NTT10. NTT11.
Pengelolaan dan Pengelofaan Perencanaan Pengelolaan
SPBE/ Teknolog dan Keuangan Pendapatan
SDM S dan Aset
AL
i
NTT12. NTT13. NTT14, NTT15.
Penguatan Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan
Regulasi dan Kerjasama dan Keamanan dan Pengadaan
pengawasan Kemitraan Ketertiban Umum 9 Barang dan Jasa

Penjelasan Proses :

1. Peningkatan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi

mempengaruhi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;

2. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan mempengaruhi
Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat mempengaruhi Peningkatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting begitu juga sebaliknya;

4. Peningkatan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi
mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
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10.

il

12.

13.

14.

Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah
mempengaruhi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;

Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata

mempengaruhi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;

Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan mempengaruhi
Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah
mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata

mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah
mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri
Pariwisata;

Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan mempengaruhi

Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata;

Peningkatan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi
mempengaruhi Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri

Pariwisata;

Peningkatan Percepatan Reformasi Birokrasi mempengaruhi pencapaian
proses NTTO1 - NTTO6;

Proses Pendukung mempengaruhi pencapaian proses utama dan
sebaliknya proses utama mempengaruhi Peningkatan Percepatan

Reformasi Birokrasi.
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_ B.PETASUBPROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu
organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan
proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya
yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub
Proses dengan tetap memperhatikan prinsip Supplier-Input-Proses-Output-
Customer dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah
ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

i |

{

! |
1

|

i

: NTT-01.SP1 NTT-01.5P2
Penanggulangan Peningkatan ’
Masalah Gizi Balita Produksi Peternakan ;
i E
; [ |
% « i
: E
i |
;
| i
; !
' ORI ANORES R U S UL SRR |
NTT-01.SP3 NTT-01.SP4 | :
: Pengolahan dan Peningkatan
| Pemasaran Hasil ketersediaan, '5
! Paelkanas " aksesibiltas, kualtas, :
: dan keamanan pangan }
i
| |
i g !
i |
| NTT-01.5P6 i
i - 2 |
| NFTG1E0S | Peningkatan Kualitas :
Paiiisdores Moot e | Kelurga Untuk
! P ™" || Pomanuhan Hak anak den §
i | Pemberdayaan Ekonomi ;
i e B i
NTT-01.8P7 .
| i ‘
| Pelayanan Sosial f
| kepada Penduduk
‘ Miski .‘ |
, 1 : |
NTT-01.8 § NTT-01.9 } i
b e { |
- Penambahan Rumah . Penambahan Akses | i
Layak Huni Rumah Terhadap Listrik | f
’ [
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a. NTT01.SP1 Penanggulangan Masalah Gizi Balita

Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan

B

Intervensi Gisi
Spesifik dan
Sensitif

———
11 Data Terpadu

. Kesejahteraan

. Sosial (DTKS)

TR, 5,
Data, Informasi
| dan Koordinasi

b. NTT01.SP2 Peningkatan Produksi Peternakan

Kementerian

Regulasi, Pembinaan

dan Pengawasan
_____"

—

Pengembarﬁan
Kawasan |

., Peternakan,

Dinas

gda Prov

Prov, Dinas
ESDM
i Prov,Dinas

Prov, BPAD

SatPolPP
Prov, Dinas

\ Prov,PT.
| PLN,

! Disnak

| Kab/Kota

| Terintegrasi

| Data Terpadu
| Kesejahteraan!|

|Sosial (DTKS) |

e
| Pengembangan
Kawasan
Peternakan
Terintegrasi

| NTT-01.8P1
| Penanggulangan .
| Masalah Gizi Balita Rekomendasi Teknis
| Dukungan Sediaan
Farmasi, ALKES dan
Perbekalan Kesehatan
{ NTT-01.SP2 Peningkatan Produksi
| Peningkatan Ternak masyarakat
Produksi Peternakan o

Kesehatan
Kab/ Kota

Fasyankes

Masyarakat

Dinas

Kab/ Kota

Pelaku
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¢. NTTO01.SP3 Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing dan nilai tambah Kelautan dan

perikanan
Kementerian Regulasi, Pembinaan
Kelautan dan
Parkiai o dan Pengawasan
Kementerian
Perhubungan
Perikanan Kebijakan
ey Program
Dinas kegiatan,
| Sosial |
| Provinsi T <
St | Data Terpadu
Bappelitban
{ ada Prov | Kesejahteraan
e Sosial (DTKS)
| Distan
| Prov, Dinas
Kesehatan
’ P:w Din Koordinasi
Kelautan  Lokus
i dan ' Pelaksanaan
Perikanan ;Program
Kab/Kota,
TP-PKK
Prov.,

NTT-01.SP3

i

i

|

Peningkatan
Produksi, Nilai
Tambah, Daya
Saing dan nilai

tambah Kelautan
dan perikanan

Peningkatan Produksi
Budidaya dan
Perikanan Tangkap

v

Perikanan
Kab/ Kota

Tangkap

Masyarakal

Peiaku
USaha

d. NTT01.SP4 Peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan

Kementerian Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan
s ]
Dinas >
Pertanian
KPr Kebijakan
nccstigme Program
Dinas kegiatan
Sosial

Bappelitban , Data Terpadu
adaProv | kesejahteraan

Sosial (DTKS)
Distan
Prov, Dinas
Kesehatan
Dukcapil ‘
P;(""- Dinas  “koordinasi
e dmmm Lokus
Perikanan | Pelaksanaan
Kab/Kota, | Program
TP-PKK
Prov.,

NTT-01.SP4

Peningkatan
ketersediaan,
aksesibilitas,
kualitas, dan
keamanan
pangan

v

Ketersediaan Bibit
Unggul, Peningkatan
Kualitas, Aksesibilitas
dan keamanan pangan

Kab/ Kota

Kelompok

Tani

Petaky
1ISaha

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023| 13 "




e. NTT01.SP5 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kementerian Regulasi, Pembinaan

Desa, POT dan Pengawasan Kader Posyandu
dan Trans >
Terlatih, Pelaksanaan
BBGRM ,
e NTT-01.8P5 Pemberdayaan
Pencanangan " Ekonomi Masyarakat Dinas
WY gaGRM, Pemberdayaan > PMl?KaN
. Pembinaan Kader o
Dinas
: b7 Masyarakat dan
Pons, o Pemerintah Desa o
Bappelitban | Data Terpadu
adaProv | gesejahteraan i
e " Sosial (DTKS) '
Kab/Kota | pata Desa, Data
Posyandu,
. Koordinasi
PARK
Provinsi Koordinasi dan
| Pembinaan Kader
~  Posyandu

TP-PKK 1
Kab/Kota  Tyoordinasi dan
! Pembinaan Kader
| S Posyandu
MK %
Kab/ Kota . Data dan

! Koordinasi

Distan
Prov.Disnak
Prov, Dinas
Kelautan
| Koordinasi
| Pelaksanaan

Kesehatan = Program
Dukeapil |
Prov, DP3A
Prov

Perikanan
Prov,
Dinas
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f. NTT01.SP6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KPPARI Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan
e
——
Kebijakan
e ey Program
Dinas kegiatan
Sosal P ETIRER |
Provinsi, | Data Terpadu
Bappelitban Kesejahteraan
adaProv | gogial (DTKS)
Dinkes !
Dukeapil |
Prov | Data Sasaran
s | 100 HPK
Dinas Perindag,
Lembaga
Keagamaan,
Biro
Pemormﬂm | Koordinasi
PEKKA, Divisi Pelaksanaan
Keluarga IPB,
DekranasdaTP- = Program
PKK, LSM
YAGAT

g- NTTO01.SP7 Pelayanan Sosial kepada Penduduk Miskin

Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan

)
_ Kebijakan
Program
kegiatan
Prov, Dinsos R
Kab/ Kota |Koordinas Data
ot __Terpadu
e Ke$@jahteraan
Perangkat Desa/ | Sosial (DTKS)
Kelurahan i
|Koordinasi
Distan
Kesel'dgn IKoordinasi
Dukcapil |
Prov, Dinas
Kelautan
dan
Perikanan,
DPMD, |
DP3A, !
Dinas |
Peternakan,

NTT-01.SP6
Peningkatan Kualitas ‘
? Keluarga Untuk ==
| Pemenuhan Hak anak Edukasi manajemen
| dan Pemberdayaan keuangan keluarga,
| Ekonomi Perempuan Industri dan |
Ketahanan Pangan
Keluarga
{
NTT-01.SP7 ‘
Pelayanan Sosial ! .
kepada | Data Terpadu
G Kesejahteraan Sosial,
Penduduk Miskin Pétayanan Soelit

Penyaluran Bansos

Dinas P3A
Kab/ Kota

Pemenntah
Kab/ Kota

Masyarakat

Kab/ Kota

LSM
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h. NTT01.SP8 Penambahan Rumah Layak Huni

Kementerian
PUPR

Dinas

Kopfld(eﬁr
ans Prov,
PUPR Kab/
Kota

Regulasi, Pembinaan

dan Pengawasan
e

Kebijakan
Program
' kegiatan

et
| Data Terpadu

| Kesejahteraan

' Sosial (DTKS)

| Koordinasi

NTT-01.SP8

i. NTT01.SP9 Penambahan Akses Rumah Terhadap Listrik

Kementerian
/ Lembaga
Neaara

Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan

Kebijakan
Program
kegiatan

g / Kesejahteraan

Sosial (DTKS)

| Koordinasi

Pembanguinan RLH
¥ ' Dinas
Penambahan , < Km
1 B o m
Rumah Layak |
Huni ' S
NTT-01.SP9 ‘
Penambahan | AksesListrik 0, Eoom
»  Keb/Kota
Akses Rumah
Terhadap Listrik Masyarakat
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f. NTT01.SP6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas P3A
Kab/ Kota

Kelompok
Perempuan

KK RTMP

Kelompok
ASI

Pemenntah
Kab/ Kota

Masyarakat

Kab/ Kota

LSM

Prov, Dinas
Kesehatan

Prov, Dinas
Kelautan

DPMD,
DP3A,

KPPARI Regulasi, Pembinaan ! NTT.
dan Pengawasan E -01.5P6
> | Peningkatan Kualitas L
Dinas P3A | Keluarga Untuk ! i
SR . | Pemenuhan Hak anak Edukasi mangjemen
; Kebijakan dan Pemberdayaan keuangan keluarga,
T B | Ekonomi Perempuan Industri dan |
SD!";:: | kegiatan Ketahanan Pangan
Podest ;m Keluarga |
Bappelitban | Kesejahteraan
adaProv | social (DTKS) ;
Dinkes
Dukcapil i
Prov | Data Sasaran
I | 100 HPK
Dinas Perindag,
Lembaga
Keagamaan,
Biro
mm | Koordinasi
K IPB, Pelaksanaan
Dekranasda TP- | Program
PKK, LSM
YAGAT
g. NTTO01.SP7 Pelayanan Sosial kepada Penduduk Miskin
Kementerian Regulasi, Pembinaan NTT
Sosie dan Pengawasan 01.8¢7
SN A
Pelayanan Sosial i
kepada 2ata.T::padu :Sos' :
= . esejahteraan/Sosial,
Kebijakan Penduduk Miskin Sosial
Pr | Pelayanan Sosial,
ogram
S Penyaluran Bansos
OIS kegiatan i
Bappelitbangda
Prov, Dinsos TR ¢
Kab/ Kota |Koordinas Data
L JTerpedu
. Kesejahteraan
Perengkat Desa/ | Sosial (DTKS)
Kelurahan ;
|Koordinasi
Distan
Prov, Dinas
Kesehatan oo dinasi
Dukcapil i {
Prov, Dinas | I
Kelautan i i
dan i !
Perkanan, |
DPMD, |
DP3A,
Dinas |
Peternakan, |
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h. NTT01.SP8 Penambahan Rumah Layak Huni

Kementerian
PUPR

Dinas
Sosial
Provinsi,
Bappelitban
ada Prov

Dinas PMD
Prov, Dinas
Kopnakertr
ans Prov,
Dinas
PUPR Kab/
Kota

Regulasi, Pembinaan

dan Pengawasan
P st g

—

Kebijakan
Program
¢ kegiatan

| el
' Data Terpadu

! Kesejahteraan
Sosial (DTKS)

"'——.—‘._’
| Koordinasi

NTT-01.SP8

Penambahan
Rumah Layak

Pembanguﬁnan RLH

Huni

i. NTT01.SP9 Penambahan Akses Rumah Terhadap Listrik

Kementerian
/ Lembaga
Neaara

Dinas
Sosial
Bappelitban
ada Prov

Dinas PMD
Prov, Dinas
Kopnakertr
ans Prov,
Dinas
PUPR Kab/
Kota

Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan

Kebijakan
Program
kegiatan

R, o §

| Data Terpadu

' Kesejahteraan
Sosial (DTKS)

Koordinasi

NTT-01.SP9

Penambahan
Akses Rumah
Terhadap Listrik

| Akses Listrik

Dinas

Kab/ Kota

ESDM
Kab/ Kota
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NTT-02.5P1 NTT-02.5P2
Pembinaan Kopm" | pemmkam
UKM, Tenaga Kerja Produksi

dan Transmigrasi Peternakan
i :
f T NTT-02.P4
Peningkatan ety
ProduksiNiai | |  Niai Tambah, Daya
 Tambah, Daya Sai Saing dan nili tambzh
Ketahanan Pangan
NTT-02.SP6
NTT-02.9P5  Pengembangan
Pengembangan
Pemberdayaan o s
Masyarakat dan D
Pemerintah Desa
NTT-02.8P7
Peningkatan Investasi
dan Perizinan Daerah




a. NTT02.5P1 Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Regulasi, Pembinaan | Koperasi Sehat, UMKM
K"P"U;"'( dan dan Pengawasan NTT-02.SP1 | berkembang dan Naker
% | yang terlatih
Pembinaan -
: ﬁ“'"r b gl | Koperasi, UKM,
» Kebijakan Tenaga Kerja dan
Program - y
Sotistan Transmigrasi
Kementerian ;—__——’Data
Hukumdan | o
HAM, Badan | 'nformasi,
Keuangan ' Koordinasi
Daerah Prov, | pigitalisasi
Biro ; | Koperasi dan
BroPem, | MOU
Perindeg |
Prov, |
Disnskerkop |
Kab/Kota !
b. NTT02.SP2 Peningkatan Produksi Peternakan
Kementerian Regulasi, Pembinaan f 2
i dan Pengawasan L_ NTT-02.5P2 . Peningkatan Produksi
Freal Peningkatan Ternak masyarakat Al
- Dew | Produksi Peternakan
Peternakan
~ Pengembangan
Kawasan
el Peternakan
Dinas i ; bl
Sosial Terintegrasi
Provinsi,
Prers——_
B:?::' ‘Data.Terpadu
Kesejahteraan
| Sosial {DTKS)
Distan
ESIM  ——p
F;:v‘x ;Pengembangan
Prov, BPAD ;Kawasan
Prov, { Peternakan
SatPolPP | Terintegrasi
Prov, Dinas |
PUPR
Prov PT.
PLN,
Disnak
Kab/Kota
Disnakerkop

Prov, Badan Da >

ta,
Km:‘ov | Informasi,
Des Broa' ' | Koordinasi dan.
Ekonomi, | MoU

Prov, Disnak

Peindag |
KabKota |

Dinas
Koperasi
Kab/ Kota

Dinas
Kab/ Kota

Koperasi

Dinas
Peternakan
Kab/ Kota

Masyarakat

Pelaku
USaha
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¢. NTT02.5P3 Peningkatan Produksi Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kementerian Regulasi, Pembinaan
—— dan Pengawasan
 ame
S ﬂ" Kebijakan
s Program
Dinas kegiatan
Sosial !
Provinsi, | »
| Bappeliban | Data Terpadu
. edaProv | geceianteraan |
T sosial (DTKS)
Disnakerkop
| Prov, Badan
Keuangan
Daerah Prov,
BroEkonomi, Data, >
B"’.""“v Informasi,
Dinas s
Perindag Prov, | Koordinasi dan
Dinas MOU
Pertanian
Kab/Kota

NTT-02.SP3

Peningkatan
ketersediaan,
aksesibilitas,
kualitas, dan
keamanan
pangan

Ketersediaan Bibit
Unggul, Peningkatan
Kualitas, Aksesibilitas
dan keamanén pangan

v

Kab/ Kota

Kelompok
Tani

Masyarakat

Pelaku
11Saha

d. NTTO02.5P4 Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing dan nilai tambah Kelautan dan

perikanan

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Dinas

Dinas
Sosial
Provinsi

Regulasi, Pembinaan

dan Pengawasan

e

Kebijakan
Program
kegiatan,

Data Terpadu
Kesejahteraan
Sosial (DTKS)

ool
Data,

Informasi, .
' Koordinasi dan
MOU

NTT-02.5P4

s———o—

Peningkatan
Produksi, Nilai
Tambah, Daya
Saing dan nilai

tambah Kelautan
dan perikanan

Peningkatan Produksi
Budidaya dan
Perikanan Tangkap

 /

Kab/ Kota

Tangkap

Pelaku
USaha

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023| 19 f




e. NTT02.SP5 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kementerian Regulasi, Pembinaan

Desa, PDT
dovt Trank dan Pengawasan

e — NTT-02.5P5
b o v Pencanangan 1 : Dinas
el L Pemberdayaan BLIMDES giait ,  PMDKa/
: " Pembinaan Kad Kota
o R Béubcts ol Masyarakat dan
Boosd | : : : BUMDES
Prowiodt, - Pemerintah Desa
Bappelithan  Data Terpadu !
\ adaProv | Kesejahteraan Masyarakat
— - ) | S B
Dinas PMD »
Kab/ Kota Data BUMDES
i Akktif, Koordinasi

Badan Prm—————

. Keuangan | Pencairan Dana

. DaerahProv | ;
Pemerintah ~——————

| Desa/  pata BUMDES dan

| Kelurahan ' Koordinasi
Disnakerkop
Prov, Badan

Keuangan

Daerah Prov,

Bi;f&m Data, Informasi
o Pem, | :
Dinas | dan Koordmasi.

Perindag
Prov, Dinas
Pertanian
Prov, Dinas
Peternakan
Prov, Dinas
Kelutan dan
Perikanan
Prov
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f. NTT02.SP6 Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian

Kementerian
/ Lembaga
Neaara

Disnakerkop
Prov, Badan
Keuangan
Daerah Prov,
Biro Pem,

Prov, Dinas
Prov, Dinas

Kelutan dan
Perikanan

g- NTT02.SP7 Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah

Kementenan
Ivestasi /
BKPMW/
Kemendagri

Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan

Kebijakan
Program
kegiatan

————
Data, Informasi
i dan Koordinasi

Regulasi, Pembinaan

dan Pengawasan
e

Kebijakan
Program

Keuangan
Daerah Prov,
Biro Ekonomi,

Biro Pem,

Prov, Dinas

Prov, Dinas

Prov, Dinas
Kelutan dan

Prov, Dinas

PMPTSP Kab/
Kota

kegiatan

Data, Informasi
| dan Koordinasi,
| Rekomendasi
Teknis

| Pertumbuhan |

NTT-02.5P6 g Perdagangan dan
Pengembangan industri pengolahan
Perdagangan dan | : i

Perindustrian

NTT-02.SP7 ’ Informasi Pote;ns’i dan
i Peluang Investgsn,
Peningkatan | Penerbitan ljin Usaha
Investasi dan g
Perizinan Daerah

PMPTSP
Kab/ Kota

BKPM

Indonesia

BPS

Investor

SWASTA

Masyarakat
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NTT-03.1 NTT-032
Pelsian Peningtan dan
Lingkungan Hidup Pengembangan
dan Kehutanan ¢—— P MR
Bencana
a. NTT03.5P1 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
REEERER L i thre e i
|
i |
Lingkungan Regulasi, Pembinaan KLHS, Kualitas Air,
m dan Pengawasan NTT-03.5P1 Udara dan Rel'lab
» Pelestarian LH dan | Hutan
Perlindungan Hutan

|
| Penangguiangan
| BencanaDaerah ———p
1 I wmitigasi
R el Penanggulmfpgan
( Kelompok MPA/ | Bencana ,
{ MPP e
~ ' Deteksidan
Peringatan |
e D /
| BPDASHL | ;
i g Koordinas] '
| Bappelitbangda
L e AN T
L ] ;

Kementeri
an LHK

Dinas LHK
Kab/ Kota

i

SWASTA
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b. NTT03.SP2 Peningkatan dan Pengembangan Penénggulangan Bencana

BNPB/ Regulasi, Pembinaan SR
Kementerian dan Pengawasan
LHK R

| Cakupan Penanganan

Bencana

Kebijakan ™ | NTT-03.8P2
Program
kegiatan | Peningkatan dan
PR | Pengembangan
Dl oo Data, Infor i . ¢
i N | Penanggulangan
dan Koordinasi |
| Bencana
Dinas Sosial ——
Data, Informasi i
dan Koordinasi {
Dinas Kesehatan & i
Canilduk

Data, Informasi
dan Koordinasi
Masyarakal  ——p
Laporan
Pengaduan

v

Dinas LHK

Dinas

Sosial Prov

Dinas
Kesehatan &

BPBD Kaby
Kota

Masyarakat
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NTT-04.1
Pengembangan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
‘.—-—_
. ONTT-042
L Pariciten Kl | NTT-04.3
| wisata | ketersediaan bahan
pangan di sekitar
Kawasan wisata
NTT-044
Peningkatan Sarana } NTT-04.5
dan Prasarana i :
Perhubungan di Lokasi P;';mm"'g'm' ::"L‘:k":;"
Pariwisata Estate Parwisata Estals
NTT-046
Pengembangan
Komunikasi dan il
Informasi di Lokasi Fasilitasi Pengelolaan
Pariwisata Hutan Wisata




a. NTT04.5P1 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian

Pariwisata dan

Ekonomi
Kreatif

Dinas LHK Prov.
NTT

Dinas PUPR Prov.
NTT

Dinas Perhubungan
Prov. NTT

Dinas ESDM Prov.
NTT

Regulasi, Pembinaan

dan Pengawasan
e

T e |
Kebijakan

Program
kegiatan

—
Pengelolaan

Hutan

Infr ESUUEH" i

Jalan, jembalfan
menuju
Destinasi

Akses
Perhubungan ke
Destinasi,
Infratruktur
perhubungan

Ketersediaan *
Listrik di Lokasi
Wisata

NTT-04.SP1

Pengembangan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

| Pemenuhan 5A,
! Pertumbuhan UKM &

| IKM di Daerah Wisata

b. NTT04.SP2 Peningkatan Kualitas Aksesibilitas menuju Lokasi Pariwisata

Kementerian
Pendidikan

Kebudayaan

Dinas Pariwisata
dan Ekraf Prov. NTT

Dinas PUPR Kab/
Kota

Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan

Kebijakan >

Program
kegiatan

TR
Data Destinasi,

Koordinasi

v il
Data, Informasi

dan Koordinasi

NTT-04.SP2

Peningkatan
Kualitas
Aksesibilitas
menuju Lokasi
Pariwisata

. Aksesibilitas ke Lokasi
| Wisata i

A\ 4

v

Dinas
Kab/ Kota

Dinas LHK
Prov. NTT

Kelautan
Perikanan
Prov NTT

Lembaga/
Forum
Pariwisata

Masyarakal

Dinas PK
Kab/ Kota

Sanggar

Lembaga/
Forum
Pariwisata

Masyarakat
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Kementerian
Pertanian

Dinas Pariwisata
dan Ekraf Prov. NTT

Dinas Pertanian dan
KP Kab/ Kota

Kementerian
Perhubungan

Dinas Pariwisata
dan Ekraf Prov. NTT

Dinas Pekerjaan
Umum Prov. NTT

Dinas Perhubungan
Kab/ Kota

Regulasi, Pembinaan
dan Pengawasan

R

- Kebijakan " !
Program
kegiatan

e
Data Destinasi,
Koordinasi

iy
Data, Informasi

dan Koordinasi

Regulasi, Pémbinaan
dan Pengawasan

e

o Kebijakan

Program
kegiatan

TR
Data Destinasi,
Koordinasi ;
Data, Informasi
dan Koordinasi
e
Data, Informasi
dan Koordinasi

NTT-04.SP3

Peningkatan
Ketersediaan,
Aksesibilitas,

kualitas dan

Keamanan
Pangan

NTT-04.5P4

i
|

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana

Perhubungan di
Lokasi Pariwisata

Estate

Ketersediaan dan
keamanan pangan
Sekitar Lokasi Wisata

v

Ketersediaan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan di
Sekitar Lokasi Wisata

\ 4

¢. NTTO04.SP3 Peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan

dan KP
Kab/ Kota

Kelompok
Tam

Masyarakat

d. NTTO04.SP4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Lokasi Pariwisata Estate

Kab/ Kota

Masyarakat
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e. NTTO04.SP5 Peningkatan dukungan Elektrifikasi di Lokasi Pariwisata Estate

Kementerian
ESDM

NIT  Kebijakan

Dinas Pariwisata
dan Ekraf Prov. NTT

Dinas Pekerjaan
Umum Prov. NTT

Dinas ESDM Kab/
Kota

Regulasi, Pembinaan

dan Pengawasan
e

Program
kegiatan

R
Data Destinasi,
Koordinasi

s
Data, Informasi

dan Koordinasi
e,

Data, Informasi
dan Koordinasi

NTT-04.SP5

i

Peningkatan
dukungan
Elektrifikasi di
Lokasi Pariwisata
Estate

Ketersediaan Listrik di

Sekitar Lokasi Wisata

v

Pemerintah
Kab/ Kota

f. NTTO04.SP6 Pengembangan Prasarana Komunikasi dan Informasi di Lokasi Pariwisata

Kementerian
Kominfo

Dinas Pariwisata
dan Ekraf Prov. NTT

Operator Layanan
Dinas Kominfo Kab/

Kota

Pemenntah
Kab/ Kola

Regulasi, Pembinaan

dan Pengawasan
NG ¢

Kebijakan ™~
Program
kegiatan

reemsm——
Data Destinasi,
Koordinasi
____"‘
laringan i
Internet, BTS,
Koordinasi

Data, Informasi
dan Koordinasi

Koordinasi,
Jaringan
internet, BTS |

e
Koordinasi,
Penyediaan
Lahan

NTT-04.5P6

Pengembangan
Komunikasi dan
Informasi di
Lokasi Pariwisata

Ketersediaan iarlngan
Internet di Sekitar
Lokasi Wisata,

\ 4

Dinas
Kominfo
Kab/ Kota

Operator
Layanan

Pelaku Usaha

Masyarakat
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8. NTTO04.SP7 Fasilitasi Pengelolaan Hutan Wisata

Kementerian
Lingkungan e : " y { Dinas LHKL
egulasi, Pémbinaan i | Kab/ Kota
Hidup den R NTT-04.SP7 :
Kehutanan dan Pengawasan ! (
et e [
n— | ‘ Fasilitasi ‘ ¥ . aase
' h“mlﬁ W Pengelolaan Rekomendasi
Whesral | { A Pengelolaan Hutan
m“ Program :! Hutan Wisata Wis:ta |
L kegiatan | A
Dinas Pariwisata —————» ;
dan Elcaf Prov. NTT  Data Destinasl, Masyarakat
) Koordinasi
B |
u Permohonan |
Pengelolaan '
Hutan
Dinas Penanaman
Modal PTSP Prov. Koordinasi,
Rekomendasi |
Pengelolaan Hutan
Dinas LHK Kab/ ar .
Kota ata, Informtasi
dan Koordinasi
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Kementerian /

faci:Parnbinaan: © . L R R SRR BT R e
MI dan Pengawasan NTT-05.5P1 ey spz,
f Peningkatan Kualitas Penataan Ruang
Jalan, lembata {' ~Sile s 4 dan
alan, Jembatan, air . ¢ ~
baku, embung s sl Pengembangan NTTO1.
Kesesuaian fungsi dan Infrastruktur m
pola ruang ; > Kemiskinan dan
Stunting
NTT02
Peningkatan
Dinas . PEITECTE O s W S 1 Pantmau'\
"'“”“'.‘ "3 sarana Prasarana .M_‘_NE'OS.SQ :_’M_A__,_.,_‘
Peftutngin | Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
m | SRR —— _—
ESDM :
— '
| NTT-05.5P4 4 j‘
Masyarakat Peningkatan Rasio : ;
Pem Kab Elektrifikasi Pem Kab
Kota | { it :
PO/ | i | PD/
UPTD 3 UPTD
| T B el e T N L S B s o - o~ e g i

|
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Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kemendagri, BSNP

LPMP, LPJ, LKPP

SMA/ SMK/ SLB

Tenaga Pendidik
dan Kependidikan

Regulasi, Pémbinaan
dan Pengawasan

i
i
I
!
f
i
i
| 1
Data, Informasi
]
dan Koordina%l
e}
Data, Informasi
dan Koordinasi
i

|
' Data, Info
dan Koordinasi
i

dan Koordinasi
]

Data, Informasi
- dan Koordinasi

NTT-06.SP1

Peningkatan Kualitas
Layanan Pendidikan

NTT-06.SP2

Peningkatan Kualitas
Layanan Kesehatan

NTT-06.SP1

Peningkatan
Kualitas Layanan
Pendidikan

{
i
i
i
i
"
j
1

Pembinaan kesiswaan,
Peningkatan g'arana
Prasarana, Pembinaan
dik dan

Tenaga
Kependidikan,

Pengembangan
Kurikulum

>

Kab/ Kota

Dinas PK
Kabv Kota

SMA/ SMK/

Tenaga
Pendidk dan
Kependidikan
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b. NTT06.SP2 Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Kementerian
Kesehatan

FASYANKES

Komisi Akreditasi
RS

Pengembangan
Penerapan dan

Pengembangan
Obat Tradisional

BPJS

Dinas Kesehatan
Kab/ Kota

Dinas PMPTSP
Kab/ Kota

Frv e i
Data, Informasi

Regulasi, Pembinaan | NTT-06.SP2
dan Pengawasan | ’
' Peningkatan
eteian” Kualitas Layanan
Program ; Kesehatan
kegiatan i

dan Koordinasi

—
Pembinaan, |

Survey dan
Akreditasi

Pelayanan
Kesehatan
Tradisional

TR D
Data, Informasi
dan Koordinasi

Data, TATorntasi

dan Koordinasi

R o
Penerbitan ljin

Pengelola dan
penyedia

Pelayanan Kesehatan
Primer, Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Penerbitan ljin
Penyedia, Akreditasi
RS i

 /

Dinas
Kesehatan
Kaby Kota

FASYANKES

Perusahaan
Penyedia

Masyarakat
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g B sl e e e e
| |
I NTT-07.SP1 :
i
Kementerian / I Penataan dan :
lel Regulasi, Pembinaan da;t Penguatan ‘ NTT8
Pengawasan 1 Organisasi [ Pengelolaan dan
4 : : pengembangan
: e ¥ i SDM
; % i
[evaagpumsmen > NTT-078P2 !
; : | ' NTTO.
3 { Manajemen 2 ’ Pengelolaan
: Perubahan E f - SPBE/ Teknologi
i ‘ ! ~ Informasi
; ! j i :
BKD " | ? I NTT10.
(AD:: nl:::gawanan. Sisterh CAT NTT-07.SP3 1 ; Pomoinan
BPSDM — - i f dan Keuangan
:::“‘ reoutanan DiajRilat g Penataan Sumber | [
em n i { P 3
m i v Daya Manusia : NTT11,
; —»> a Pengelolaan
; 5 | Pendapatan dan
; s ' |Manajemen Kepémermtahan P Aset
? [ wrorses || |
‘ | Penataan ' 3 Songitn
y Regulasi dan
Tatalaksana i Penaawasan
! ; i . i
. NTT14.
: NTT-07.SP5 i 4 ooy
Akademis - - f :
Kajian Akademi] 2 Peningkatan Kualitas | g
»  Pelayanan Publik  — !
Ombudsman  “5engawasan Yapiik : P : Seluruh PD
i ! PSR s
{ 11 Pembinaan din Pengendalian Pemerintah Kah/ Kota
Bappeibangda NTT-07.SP6 L : : ;
RPIMD, Ra\stn, KU i § i
v - Penguatan : i
§ | Akuntabilitas Kinerja % RSUD Prof. Dr. W.Z.
Masyarakat : ’ Pelayanan Prima “» Yotwone Koperg
| :; '
Pengaduan, Survei Kepuasar{ ( Dinas Penanaman
Pelaku  Masyarakat, Penetapan SPP: ! Modal dan PTSP
Usaha | NTT-07.SP7 [ | i
1 i 13 .
{ ’ Penguatan ; ; i
: ? Pengawasan
, ! i Pelaku Usaha
Inspektorat z ,- ]
SPIP, WBS, Opini BPK ! ! i1
Biro , NTT-07.SP8 :
Hukum Penataan Regulasi ; { i
i Penataan | |
»  Pendang
{ Undangan !
| i | %
5 { ey |
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BKD ——  Surat Edaran

Kemendogn | Regulasi ——

BKN Regulasi /
[~ Kebijakan

ASN
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Sub Domain,

[— .Jaringan
Internet

———  Regulasi

- Regulasi

Internet

yang
berkualitas

Website
terintegrasi

Surat Keluar &

Surat masuk
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SPP, SPM, SPJ, Lap Keu  .J
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Produk
Hukum
Daerah T ]

Dok RMP, Penilaian
Mandiri, SPIP
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NTT-13.SP1

Pendataan Potensi
Investasi dan Kerja
Sama

Sosialisasi
Kementerian
Dalam Negeri

|

Keamanan dan
Ketertiban Umum

~— Regulasi

Kanwil  — Koordinasi
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Layanan

__ Regulasi, Pengadaan
LPSE Barang dan -—l
Jasa

b o e R A NS
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Peta Relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan
menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang
terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.
Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan
pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga
tercapai output yang ditentukan.

NTTO1. NTTO02. NTT03. Peningkatan PROSES UTAMA

Peningkatan Peningkatan Kelestarian
Penangguianga Pendapatan "::‘"'("9‘“' gl NTTO4.
n Kemiskinan Masyarakat prome Peningkatan

dan Stuntina Pembangunan

Perangkat Daerah
Inspektorat Penyumbang PAD
NTT14. Penyelenggaraan
= =

NTT15. Pelayanan

[ Semua PD
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Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan
rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan
membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

DINKES DINKES POKJA AMPL, TOKOH AGAMA
KAB/KOTA DUKCAPIL POKJA STUNTING DAN TOKOH
PROVINSI AKI AKB, MASYARAKAT
BAPPELITBANGDA,
TP PKK, LSM
FGD FGD ‘4—— FGD
PERENCANAAN
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A. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK,
BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN

DINAS KEMENTAN DINAS PETERNAKAN PETUGAS PETERNAKAN MASYARAKAT / SWASTA/
PETERNAKAN KABUPATEN /KOTA PETERNAK PENGUSAHA

i Koordinasi dan Sinkroni MJ
| o
PENYEDIA
i = Benih/Bibit

i ! | ! | Temak dan HPT

MONEV dan
Laporan -
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B. PENGENDALIAN RESIKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS

DINAS KEMENTAN DINAS PETERNAKAN PETUGAS PETERNAKAN MASYARAKAT / SWASTA/
PETERNAKAN KABUPATEN /KOTA PETERNAK PENGUSAHA

7,
: :' Penyedia l .
dan BAST g
— )
{ J DISTRIBUSI dan BAST
L Obat-obatan dan Vaksinasi
MONEV dan
LAPORAN
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DINAS TIM DINKES PROVINSI DKP KAB/ PELAKU
KELAUTAN PENGGERAK NTT, KOTA, 7 USAHA
DAN PKK BAPPELITBANGDA CABANG PERIKANAN
PERIKANAN PROVINSI PROVINSI NTT DINAS
PROVINSI NTT NTT

Koordinasi Data Penyaluran Makanan Tambahan Serba lkan

A 4

‘ Verifikasi Data I-L?

~

Penyaluran Bantuan

)
J

Monitoring L

Peningkatan
Produksi
Perikanan

S MG s, SR

dan Evaluasi I :‘

A. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

KEMENTERIAN DINAS DINAS KELOMPOK INVESTOR/
PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN TANI UMKM/
KAB/KOTA DAN KP MASYARAKAT
PROVINSI
Regulasi/ Juknis Inventarisasi Data
Potensi dan
Kebutuhan Kelompok
Tani
it | o e
Penerima lapangan
A
Pemberian Bantuan Benih dan Sarana Produksi
: LAk )
Pendampingan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan/ Sammianton
Produksi Hasil Produksi
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B. TANAM JAGUNG PANEN SAPI (TIPS)

DINAS DINAS TIM PENDAMPING | KELOMPOK | INVESTOR/
PETERNAKAN | PERTANIAN AHLI TJPS TANI UMKM/
PROVINSI DAN KP TJPS MASYARAKAT
PROVINSI

Pendataan dan Penentuan Locus Program TJPS

Sosialisasi, Pelatihan TJPS

Penyaluran Benih Jagung dan Sarana Produksi

A

Pendampingan Pengolahan
Jagung
e Pembelian /
Fasilitasi Penjualan hasil Pemanfaatan
Produksi Hasil Produksi
7

y

Fasilitasi
Pengadaan
Temak

Pendampingan »  Pendampingan

Fasilitasi
PenjualanTernak

Fasilitasi
PenjualanTemnak

, SRS

Pemanfaatan
Hasil Termak

Monitoring,

Evaluasi dan
Pelaporan
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A. PENCANANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG (BGGRM)

DINAS PMD TP - PKK DINAS PMD TP- PKK DINKES KEMENDES,
KAB/KOTA KAB/ PROVINSI PROV PROV, PDT, TRANS
KOTA DINSOS
PROV,
Persiapan Persiapan } Koordinasi
Pencanangan Pencanangan Integrasi
BBGRM L BBGRM Kegiatan
Pencanangan BBGRM
Penyusunan dan
Penyampaian
Laporan
Pencanangan
BBGRM
B. PEMBINAAN KADER POSYANDU
DINAS PMD TP - PKK | DINAS PMD TP- PKK DINKES LSM KEMEN
KAB/KOTA KAB/ PROVINSI PROV PROV DAGRI
KOTA
Kegiatan Kegiatan Pembinaan
Pembinaan Pembinaan Kader Kader
Kader Posyandu Posyandu
Posyandu (Narasumber) ¥(Nuasunbd
i i
Pembinaan Kader POSYANDU
>,
Penyusunan dan E"é“‘;d
P b e
. Kebijakan
Kader Posyandu

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023 45 *




A. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

KPPA RI DP3A Perguruan Tinggi | Lembaga Agama,
Lembaga Ayah
ASI, Lembaga
Masyarakat, OPD
( Dinkesdukcapil,
DPMD. Dispora )
Ber MOU DAN PKS ]
| | ( KKN DAN PENDATAAN ]
KURSUS KURSUS
: | PRANKAH PRANKAH |
BIMTEK AYAH AS! BIMTEK AYAH ASI
f . l J
| ™
i KIE(Komunikasi,
| Informasi dan
Edukasi)
| bt
MONITORING
DAN EVALUASI
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B. PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MARGINAL

DP3A, LEMBAGA

BAPELITBANGDA

DP3A APARAT
AGAMA, KABUPATEN/ KECAMATAN /
DEKRANASDA, YAGAT KOTA DESA

PEMASARAN
3

MOU DAN PKS
INDUSTRI

(, L ,,\_

BIMTEK INDUSTRI
RUMAHAN BAGI KEPALA

DATA KEPALA KELUARGA
RUMAH TANGGA MISKIN
PEREMPUAN

KELUARGA RUMAH

i L INFORMASI DAN KOORDINASI DATA KK RTMP } |

TANGGA MISKIN

PEMBENTUKKAN
KELOMPOK,
PENDAMPINGAN,

]
E

( PEMBENTUKAN
| KeELompoK

PERMODALAN DAN

A

EKONOMI
PEREMPUAN
MARGINAL
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A. PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASYARAKAT DESA/ DINAS DINAS |KEMENSOS KEMENTERIAN/
(CALON KELURAHAN SOSIAL SOSIAL LEMBAGA
PENERIMA KABUPATEN | PROVINSI KOMPLEMENTARITAS
BANSOS) / KOTA BANSOS

INFORMASI

PENGUSULAN
DAN
PENDATAAN

ENTRI DATA

% ( PKH &

VERIFIKASI i
/VALIDASI

PENETAPAN
DTKS

| ; 4
] : ( BPNT i
j KIS :

& e

\ e
} - %
3 PIP

\

[ 5

SUBSIDI LISTRIK
\ /
{ ™\
KAT

# g

\,

o

\
: { RUMAH LAYAK HUNI

[ I
( KAT
PEMANFAATAN PEMANFAATAN PEMANFAATAN
DTKS OLEH OTKS DTKS
LEMBAGA MITRA
| X ¥ |
={ MONITORING DAN EVALUASI J
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B. PEMBERDAYAAN EKONOMI

KEMENTERIAN | DINAS PEMERINTAH KEMENTERIAN/ [ LEMBAGA [MASYARAKAT
SOSIAL SOSIAL KABUPATEN/ LEMBAGA MITRA
PROVINSI KOTA
PENETAPAN
DTKS
X ey M" )
PENYUSUNAN KEBIJAKAN INTERVENSI PEMBERDAYAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
EKONOMI
y
PENERIMA
MANFAAT
[ MONITORING DAN EVALUASII }:

A. IDENTIFIKASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DESA/ KELURAHAN TFL TIM TEKNIS DINAS PRKP DINAS PUPR
KAB/ KOTA KAB/ KOTA PROVINSI
REKRUITMEN TENAGA PEMBEKALAN TFL
FASILITATOR LAPANGAN
(TFL)
PELAKSANAAN MOBILISASI TFL

IDENTIFIKASI
RTLH

USULAN CALON

PENETAPAN

PENERIMA

BANTUAN

PENERIMA
BANTUAN
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B. PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI

DINAS PRKP KAB/ | GUBERNUR TFL DINAS PUPR | BAPELITBANGDA
KOTA PROVINSI PROV, DINAS
SOSIAL PROV,
DAN DINAS
KOPNAKERTRANS
PROV
PENETAPAN SK
USULAN DESA/ el
KELURAHAN PENERIMA AP HRARAN
BANTUAN PENERIMA
BANTUAN
| — el
IDENTIFIKAS
RTLH

PENYERAHAN
RUMAH LAYAK

L[

*
VALIDAS!I DAN SINKRONISASI }

DATA

"

i

PENETAPAN
PENERIMA
BANTUAN

RS

PEMBANGUNAN
RTLH

PENGENDALIAN,

PENGAWASAN

HUNI

DAN
PELAPORAN
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C. PENGADAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

POKIR KAB/ DINAS BAPELIT KONTRAKTOR/
DPRD KOTA PUPR BANGDA PENGEMBANG
PROVINSI PROVINSI

[

A
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PROGRAM

USULAN !
PEMBANGU-
: NAN
—#  SARPRAS

DAN
UTILITAS
UMUM

PEMBANGU-
NAN
SARPRAS

DAN i
UTILITAS UTILITAS
UMUM j UMUM

PEMBANGU-

PELAPORAN

HIBAH/ PENYERAHAN ASETKE |
KAB/ KOTA

| [ PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN }
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D. PEMBANGUNAN KAWASAN KUMUH

KEMEN KAB/ DINAS BAPELIT
PUPR KOTA PUPR BANGDA
PROVINSI

REGULASI

A
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PROGRAM

USULAN
PEMBANGU
NAN
KAWASAN
KUMUH

PEMBANGU
NAN
KAWASAN

KUMUH

4

PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN
PELAPORAN

HIBAH/ PENYERAHAN ASET KE
KAB/KOTA
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KAB/
KOTA

DINAS ESDM
PROVINSI

BAPELIT
BANGDA

KONTRAKTOR/
PENGEMBANG

i

USULAN PEMBANGUNAN
KELISTRIKAN

J|

| Y

KOORDINASI DAN SINKRONISAS! PROGRAM

B oo ey

USULAN
PEMBANGUNAN
KELISTRIKAN

A 4

| PEMBANGUNAN
! SARPRAS
KELISTRIKAN

(

4

PEMBANGUNAN
SARPRAS
KELISTRIKAN

HIBAH/ PENYERAHAN ASET KE

KAB/ KOTA

A. PENINGKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI AKTIF BERDIGITALISASI MELALUI PENGEMBANGAN

USAHA DAN PERAN SDM KOPERASI
DINAS KEMENTERIAN DINAS UMN
KOPNAKERTRANS KOPERASI KOPERASI II{‘(E)::Q?I T:m BBUMD/
PROVINSI NTT DAN UKM KAB/KOTA

Penyusunan Dokumen
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B. PENINGKATAN UMKM MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PERAN SDM KOPERASI

DINAS KEMENTERIAN DINAS LEMBAGA DINAS BUMN/
KOPNAKERTRANS KOPERASI KOPERASI | KOPERASI TERKAIT @ BUMD
PROVINSI NTT DAN UKM KAB/KOTA / UMKM

Penyusunan Dokumen
dan usulan Program dan
Kegiatan

C. PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

DIREKTORAT DISKOPNAKERTRANS DINAS NAKER APINDO PERUSAHAAN / LPK CALON PESERTA
PENEMPATAN PROVINSI KAB/KOTA PEMAGANGAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI
DALAM NEGERI

Pembinaan Pemagangan dalam Koordinasi

Penentuan

Koordinasi

Seleksi

pemantauan

s : Perekrutan ! Peserta
Fuatm. . lenis Kejuruan tempat Latihan PDN
pengawasan Produktivitas dan Pelatihan i
- v * w
PEMAGANGAN DALAM NEGERI <
\ v
( il
BIMBINGAN KONSULTANSI
PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN y
\_ J
W i
PELATIHAN PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS <
\. J
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D. PENGELOLAAN PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

DIREKTORAT
JENDERAL
DINAS PERUSAHAAN/ CALON
PEMBINAAT PTK
KOPNAKERTRANS ORNAS NARER KAR/ P3MI/LPTKS/ TENAGA
DAN PERLUASAN PROVINSI NTT KOTA LPPRT KERIA
KESEMPATAN
KERJA
Pembinaan dan Pembinaan Pembinaan L::Z::::sjia::n Koordinasi Data
Pemantauan Koordinasi Koordinasi P e hI.owz:;mgan
Pengawasan UU Pengelolaan Pengelolaan Jabatan dan Data
Permenaker v Penempatan Penempatan ::::";p::: Bl Penempatan
Perluasan Perluasan 8 ¥ Tenaga Kerja
Kesempatan Kesempatan kerja

v

Data Lowongan Jabatan dan Data

\ ot S

Penempatan Tenaga Kerja J<

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETANAGAKERJAAN

D":EE:GPAE\:I“:IS:N i i g PERUSAHAAN | TENAGA KERIA / PEKERIA FER——_
PROV. NTT KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAA & K3

r
Pembinaan & Pembinaan & Menyiapkan
Pengawasa Pemeriksaan Norma data,
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan informasi
dokumen

Memberikan data,
informasi terkait kondisi
tenaga kerja

Melakukan
Pemeriksaan &
Pembinaan Ke
Perusahaan

y

Upaya Penegakan

Aturan
Ketenagakerjaan

Penyidikan
PPNS/KOWAS
KEPOLISIAN

e

Pembinaan

Ketenaga
kerjaan
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A. PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/ BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK,
BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN

DINAS KEMENTAN DINAS PETERNAKAN PETUGAS PETERNAKAN MASYARAKAT / SWASTA/
PETERNAKAN KABUPATEN /KOTA PETERNAK PENGUSAHA

Penyusunan > Regulasi ' |
Renja Informasi i ! |

v | | |
Pelaksanaan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Data
Nata i
5 T g s o i B g o TN
B el ) e i y |
| MONEVdan {
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B. PENGENDALIAN RESIKO DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS

DINAS KEMENTAN DINAS PETERNAKAN PETUGAS PETERNAKAN MASYARAKAT / SWASTA /
PETERNAKAN KABUPATEN /KOTA PETERNAK PENGUSAHA
Regulasi
Informasi
> Penyedia

MONEV dan

DISTRIBUSI dan BAST

Obat-obatan dan Vaksinasi

L =
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DINAS KELAUTAN KEMENTERIAN CABANG DINAS DKP KAB/ KOTA NELAYAN/ PELAKU SWASTA |
USAHA PERIKANAN PENGUSAHA

| S e ISR P e = S,

E
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A. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

KEMENTERIAN DINAS DINAS KELOMPOK | INVESTOR/
PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN TANI UMKM/
KAB/KOTA DAN KP MASYARAKAT
PROVINSI
Regulasi/ Juknis Inventarisasi Data
Potensi dan
Kebutuhan Kelompok
Tani

Pengusulan CP/
CL Kelompok
Penerima

Pemberian Bantuan Benih dan Sarana Produksi

Pendampingan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
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B. TANAM JAGUNG PANEN SAPI (TJPS)

DINAS DINAS TIM PENDAMPING | KELOMPOK INVESTOR/
PETERNAKAN | PERTANIAN AHLI TJPS TANI UMKM/
PROVINSI DAN KP TJIPS MASYARAKAT
PROVINSI

Pendataan dan Penentuan Locus Program TJPS

Sosialisasi, Pelatihan TJPS

Penyaluran Benih Jagung dan Sarana Produksi

A

Pendampingan Pengolahan
Jagung

N

Pembelian /
Pemanfaatan

Fasilitasi Penjualan hasil

Produksi Hasil Produksi
/
Fasilitasi » Fasilitasi Pengadaan
Pengadaan Pengadaan Temak
Temak < Temak
PRt
Pendampingan »  Pendampingan Pembibitan
» dan
Penggemukan
TSI PRSP

Fasilitasi
PenjualanTemnak

Fasilitasi
PenjualanTemak

SRS

Pemanfaatan
Hasil Terak

Monitoring,

Evaluasi dan
Pelaporan
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A. PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI

Dinas Dinas
Desa / Dinas PMD Dinas PMD Pemberdayaan KOPNAKERTRANS
Kelurahan Kabupaten Provinsi NTT Perempuan Dan & PERINDAG
Perlindungan Provinsi NTT
Anak Provinsi NTT

Penyusunan Kurikulum

!

Penetapan Penetapan Jenis
kurikulum bantuan dan jenis

l usaha

1
Penetapan Calon Penetapan
Peserta Peserta

Pendataan
Kelompok
Perempuan
Desa

A A

o~
Penyelenggaraan Bantuan modal usaha
Pelatihan

Y

Monev dan
Pelaporan

B. PEMBENTUKAN PASAR DESA

Desa / Kecamatan Dinas PMD Dinas PMD Kementerian
Kelurahan Kabupaten Provinsi NTT PDTT

Persiapan rPenclataan DesaN Persiapan Penyusunan Menerima
Data Pasar yg memasarkan Data Pasar kurikulum fasilitasi kurikulum dan
Desa untuk di produk hasil = Desa Tk i pendirian pasar sucoess story
input ke Data bumi di pasar Kabupaten Desa fasilitasi
Pmfil Deca Neaa k nenderian nasar
N—’ : .
é Menyarankan s Penetapan nama o Penetapan nama
nama Desa yg desa yg periu desa yg akan
perlu dirkanpasar | ™|  dirikan pasar difasilitasi pendirian
desa desa pasar desa
\. J \. i
d
Penyelenggaraan
fasilitasi pendirian
pasar desa
J
\ 4
obesi |
pemasaran hasil
usaha masyarakat
J
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A. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH

IKM

DINAS PERINDAG
KAB/KOTA

DINAS PERINDAG
PROV. NTT

KEMENPERIN

Data IKM dan
kebutuhan
pelatihan SDM IKM

Verifikasi Data IKM
dan kebutuhan
pelatihan SDM IKM

Verifikasi Data IKM
dan kebutuhan
pelatihan SDM [KM

v

Program/Kegiatan dan
Anggaran Pelatihan
Peningkatan SDM
IKM

.

Fasilitasi
Pengembangan
Kapasitas SDM IKM

Pelaksanaan w
Kegiatan Pelatihan
Peningkatan SDM

IKM 5

a

Monev

/

B. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI, KREATIVITAS DAN INOVASI

IKM

DINAS PERINDAG
KAB/KOTA

DINAS PERINDAG
PROV. NTT

PIHAK
KETIGA/PENYEDIA
JASA

Data IKM dan
Kebutuhan Teknologi
Peningkatan Produksi

IKM Penerima Bantuan
Mesin/Peralatan
Teknologi Industri IKM

Verifikasi Data IKM
dan Data IKM dan
Kebutuhan Teknologi
Peninakatan Produksi

Program/Kegiatan dan

Anggaran Kebutuhan
Teknologi

Peningkatan Produksi

.

.

Verifikasi Data IKM
dan Kebutuhan

Teknologi Peningkatan

Pmdiksi

\

T

v

Pelaksanaan
Fasilitasi Teknologi
Peningkatan
Produksi IKM

Penyedia Teknologi
Peningkatan
Produksi IKM

1
J
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A. PENGEMBANGAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL
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DPMPTSP DPMPTSP DINAS PERINDAG, BKPM/
KAB/KOTA PROVINSI NTT DINAS KEMENTERIAN INVESTOR UMKM
KOPNAKERTRANS, INVESTASI
DINAS
PARIWISATA,
BIRO EKONOMI
DAN AP
Pendataan Potensi
Investasi, Jumiah
i Investasi, Jumlah
Investor
A H l
Pengusulan Potensi
investasi yang akan »
dikembangkan !
~ e b e et R e S R - .‘)
Diskusi/ Pembahasan Potensi Investasi Provinsi NTT ‘
{
L i
s ’
Penyusunan Buku
Potensi Investasi
Provinsi NTT {
T 1 1 i B ' |
Penyusunan Peta Wi Penyusunan Peta !
Penanaman Modal i Penanaman Modal
Promosi Potensi 1 Promosi Potensi
Investasi J‘ Investasi i
" INVESTAS! Pengembangan x
usaha
. ‘ : berdasarkan
i_ P\ potensiyangada |
‘ di daerah ‘




B. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM

DINAS
KOPERASI,
TENAGA KERJIA
DAN
TRANSMIGRASI

PROVINSINTT |

DEKRANASDA

A

Penyaluran Bantuan Kepada UMKM

SO L O WD S DO

BAPELITBANGDA
PROVINSI NTT

DINAS
PARIWISATA

kepada UMKM

DPMPTSP
PROVINSI NTT

PUBLIKASI

9| Buky, Leaflet,

Foto dan Video
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A. PENERBITAN REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS
PELAKU USAHA (SWASTA), DLHK PROVINSI TIM TEKNIS, KOMISI PENANAMAN
INSTANSI PEMERINTAH PENILAI AMDAL, TIM | MODAL DAN PTSP
PEMERIKSA UKL-UPL PROVINSI
PENGAJUAN
DOKUMEN LIN PENILAIAN MANDIRI DAN
LINGKUNGAN PEMERIKSANAN DOKUMEN
HIDUP LINGKUNGAN HIDUP
fpeuvmmm HASIL\ ,
PENILAIAN/ {
PEMERIKSAAN - |
DOKUMEN
k. LINGKUNGAN HIDUP ) |
e e irsevmm s R 4 T S
{ f
PENYEMPURNAAN 1 [ PERUMUSAN DAN l PENERBITAN SURAT
DOKUMEN PENERBITAN ; KELAYAKAN
LINGKUNGAN HIDUP REKOMENDASI P LINGKUNGAN HIDUP
KELAYAKAN i
) K LINGKUNGAN HIDUP y ‘ \_
e T s R | BRIEC.D. 1. gy e
comasiones,
KEGIATAN |
< -
>
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B. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

DINAS
PELAKU USAHA (SWASTA), DLHK PROVINSI UPTD KPH WIL. KAB/ PENANAMAN
INSTANSI PEMERINTAH KOTA MODAL DAN PTSP
PROVINSI
PENGAJUAN UIN
PEMANFAATAN i SURVEY PENGUKURAN LOKASI DAN
HUTAN PEMBUATAN PETA
| ' KAJIAN TEKNIS l‘
v
( PERUMUSAN DAN |  PENERBITAN SURAT
PENERBITAN : KELAYAKAN
REKOMENDASI | LINGKUNGAN HIDUP
TEKNIS
......‘,. s - — . i R S R = A B, | e Mt ol i
OPERASIONAL )
KEGIATAN <
C. PENGELOLAAN LIMBAH B3
PELAKU USAHA (SWASTA), DLHK PROVINSI BIRO UPTD
INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAHAN PENGELOLAAN
SAMPAH DAN
LIMBAH B3
PERMOHONAN ' SURVEY JUMLAH SAMPAH \ 3 Bty
PENGELOLAAN DAN LIMBAH B3 | ] SAMPANDAN

LIMBAH B3

LIMBAH B3

[ KAJIAN KELAYAKAN

L MOU PENGELOLAAN SAMPAH/ LIMBAH B3 ]

| [ operasionaL

| MONEV DAN 1 PENGELOLAAN
PELAPORAN Bl | SAMPAH/

UMBAH B3
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A. MITIGASI BENCANA

BNPB BPBD PROVINSI DINAS SOSIAL PROV, | PEMERINTAH
DLHK PROV, SAR, KAB/ KOTA BMKG
TNI, POLRI,
PETA WILAYAH SINKRONISASI PROGRAM MITIGAS!I BENCANA ]
RAWAN BENCANA
( EDUKASI DAN SOSIALISASI ] PRAKIRAAN
CUACA

i
§

e aY
! PENETAPAN ! PERINGATAN
| JALUREVAKUASI | DINI
\_ i 71 L il
~
PEMASANGAN
; RAMBU JALUR
5 EVAKUASI )
B. PENANGANAN BENCANA
BNPB BPBD PROVINSI DINAS PEMERINTAH TIM
SOSIAL KAB/ KOTA REAKSI BMKG
PROV, DLHK CEPAT
PROV, SAR,
TNI, POLRI,
PENETAPAN KOORDINASI DAN SINKRONASI UPAYA PENANGANAN ]
STATUS BENCANA [
e ) 2 -t ? N R e
| i MONITORING
o EVAKUASI DAN PELAPORAN
% s ‘ PRAKIRAAN
KEBUAKAN |
PENANGANAN SP i ;
BENCANA )'* £ . DN
! .
b PENDATAAN DAMPAK BENCANA DAN PELAPORAN PUBLIKASI
- INFORMASI
i ! TERKINI
—
* " PENDISTRIBUSIAN
i LOGISTIK
A e B R S .- 2 R 5
v
KEBIIAKAN REHABILITASI
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A. AKOMODASI

DINAS
PARIWISATA
DAN EKONOMI

KREATIF PROV.
NTT

PEMERINTAH
KAB/KOTA

TENAGA AHLI

Penetapan Lokasi
Pariwisata Estate

B. AMENITAS

DINAS
PARIWISATA
DAN EKONOMI
KREATIF PROV.
NTT

PEMERINTAH
KAB/KOTA

TENAGA AHLI

Penetapan Lokasi
Pariwisata Estate

( Perencanaan Pembangunan Kawasan Wisata dan Amenitas (Resto, Lopo dan MCK)

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023) 68 r .




C. ATRAKSI

DINAS DINAS PENYELENGGARA DINAS
PARIWISATA PARIWISATA [/ EVENT PENDIDIKAN DAN
DAN EKONOMI DAN ORGANIZER KEBUDAYAAN
KREATIF KAB/ EKONOMI
KOTA KREATIF
PROVINSI NTT
Perencanaan o
Evert dan Porweceneen Erent Pageeen
Proposal Penganggaran Seni Budaya dan
Penganggaran
=
A
Penyelenggaraan Event
¥
Penyelenggaraan Event
Monev dan
Pelaporan

D. AWARNES / PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

POKMAS DINAS DINAS DINAS PMD, DINAS
PARIWISATA PARIWISATA KOPERASI DAN
DAN PROVINSI NTT NAKERTRANS
EKONOMI
KREATIF
KAB/ KOTA
U’ﬂ“‘ Verifikasi dan Pargesten Kepaiiies
Penetapan Desa Kelompok
Wisata Mesyarekat di Desa
Wisata
S 0
¥
- Pelatihen Sertiikasi Keahlian Bidang Pariwisata
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BAPPELITBANGDA

DINAS
PARIWISATA
DAN EKONOMI
KREATIF
PROVINSI NTT

DINAS PUPR
PROVINSI NTT

DINAS PUPR
KAB/ KOTAS

Usulan Desa
Wisata

Verifikasi dan
Penetapan
Lokasi
Pembangunan

A

( Monitoring dan Evaluasi ]

o

berdasarkan kenangan

- Peningkatan Aksesibilitas menuju lokasi Wisata,

BAPELITBANGDA DINAS PERTANIAN DAN KP KELOMPOK INVESTOR/
PROVINSI, PROVINSI TANI UMKM/
DISPAREKRAF MASYARAKAT
PROVINSI
Penentuan Lokus kwenmuﬁ;‘ Data
Desrtinasi Wisata Ket F‘*"I "‘K bl
Tani
Penetapan CP/
CL Kelompok
Penerima

o~

Verifikasi y

lapangan

A

Pemberian Bantuan Benih dan Sarana Produksi

l

Pendampingan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
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A. Peningkatan Sarana Perhubungan di Pariwisata Estate

Dinas Kemenhub Dishub Dinas Dinas | Kemen | Dishub |DPMPTSP | Gubernur Operator | Masyarakat dan
Pariwisata Provinsi PUPR PUPR PUPR | Kab. Kota | Prov. NTT NTT Angkutan wisatawan
Prov. NTT Prov. | Kab./Kota

| | | { i
T ————— | i
Penetapan Identifikasi layanan ﬁ | [ Usulan rute “
Destinasi dan survey rute  |¢  Data Kondisi Jalan penerbangan, | ,.
Wisata penerbangan, ﬁ pelayaran | |
| ! | |
m pelayarandan || _, | dantrayek | , w !
| trayek angkutan | ! 4 || angkutan ||
jalan ,, “, m jalan w
m _ , M u M | q
| |
i H ; , | “ s o
Regulasi dan | , “ Pengesahan Trayek
Persetujuan Oraft Usulan Trayek ) | W | Angk. Jalan, Rute |
Usulan Jaringan A i . i Penerbangan, Lintas |
Trayek Angkutan Penerbangan, Lintas | | v Penyeberangan dan
. Penyeberangan dan i ,« Rute Pelayaran ,_
Wik Terpedy Rute vm_nﬁ_,u-.a ) | M Komersil dan i
! Komersil dan Perintis . Perintis
K hub Subsisi | | " | |
Penerbangan ..._ssm ., (komersil), | . . 1| Pelelargan brayek _
Penyeberangan dan | | Pelelangan dan | | | m \ subsidi "
Rute vm_m.d._a: Penugasan (Subsidi) , “ o il <
Subsidi _ ,‘ /—\ m ﬁnaﬁr\:zﬁm komersil ||
e ey | AN
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Dinas Kemenhub Dishub Dinas Dinas Kemen | Dishub | DPMPTSP | Gubernur Operator Masyarakat dan
Pariwisata Provinsi PUPR PUPR PUPR | Kab. Kota | Prov. NTT NTT Angkutan wisatawan
Prov. NTT Prov. | Kab./Kota|

| , k | [ Pelayanan
. [Rekomendasi | ‘vﬁ Penerbitan Izin 4 | Angkutan | Memanfaatkan
w Teknis : Penyelenggaraan Angkutan | |\ o dasarkan Layanan
| Wisata Terpadu dan Lintas | Stanchr d
_ Penyeberangan Pelayanan M
|

Monitoring,
Evaluasi dan
Pengawasan

1
1
M
|
|

ﬁ lkut berperan serta

Evaluasi dan

perbaikan

A

“ dalam pengawasan
dengan memanfaatkan
| layanan pengaduan

layanan
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Pelayanan

Dinas Kemenhub Dishub Dinas Dinas | Kemen | Dishub |DPMPTSP | Gubernur Operator | Masyarakat dan
Pariwisata Provinsi PUPR PUPR PUPR | Kab. Kota | Prov. NTT NTT Angkutan wisatawan
Prov. NTT Prov. | Kab./Kota )

, M Pelayanan
| Angkutan . [ Memanfaatkan
| berdasarkan | Lavsnan
& Standar ﬂ Y
| M

Monitoring,
Evaluasi dan

Pengawasan

Evaluasi dan
perbaikan
layanan

lkut berperan serta

dalam pengawasan
dengan memanfaatkan

layanan pengaduan
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B. Peningkatan Prasarana Perhubungan di Pariwisata Estate

Dinas DPMPTSP Biro Pemerintahan
Pariwisata Dishub Provinsi Provinsi dan Kerjasama Investor Gubernur
Prov. Setda Prov. NTT
P | m W (ol
enetapan | | . ) /ﬂ i ) J Penandatanganan
Saiitanst ,” Studi HBU Terminal dan | Penyusunan MoU bersama pihak terkait ”
! . ” MoU
Wisata Pelabuhan Wisata Terpadu ." \ﬁ L 3 ,,

[ Pembangunan
| dan
‘| Pemanfaatan

Monitoring dan
Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi

Laporan
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PEM. KAB/
KOTA

DINAS ESDM BAPELIT KONTRAKTOR/

PROVINSI BANGDA PENGEMBANG

[ Penetaean | |
| ey LOKUS |
, DESTINAS!
| WISATA
T re—— : 2 i o S e S
KOORDINASI DAN SINKRONISAS| PROGRAM
USULAN
’ o PEMBANGUNAN | j
KELISTRIKAN
i ! t !
=y |
| PEMBANGUNAN | E PEMBANGUNAN
; SARPRAS ! g SARPRAS
KELISTRIKAN : ; KELISTRIKAN
[ PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN -
PELAPORAN !

HIBAH/ PENYERAHAN ASET KE
KAB/ KOTA 5
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BAPELIT DISKOMINFO BAKTI PENYEDIA PEM. KAB/
BANGDA PROVINSI JASA KOTA
PROVINSI
Penentuan
Lokus
Destinasi
s S STV N RS NI el N
Koordinasi/ Koordinasi/
Identifikasi ! Identifikasi
Blankspot Blankspot s
di lokasi | di lokasi
destinasi destinasi E
B E ORI SRPREPR R P o -4
Fasilitasi Pengajukan {
Pemkab dalam usulan lokasi |
pengusulan pembangunan
i pembangunan BTS dan ‘
BTS, Penyediaan penerima bantuan 3
Interet internet satelit |
Fasilitasi Pemkab Melakukan Penyedia Jasa Menyerahkan
dan BAKTI dalam Kontrak Kerja || melaloken tanah hibah f
e de perencanaan, ; i
Koordinasi Penngy:gia et —F P il untuk lokasi E
Progress || Pemeliharaan pembangunan i
pembangunan BTS,
Penyvediaan !
Internet di NTT i
. O . s o i M L, i
PR BRSO LR | e el
Memantau dan Melaporkan Mkl
i mengevaluasi Proses monitoring ;
progress Pemantauan pembangunan
i pekerjaan ke BAKTI, sampai
I bersama Prov. Pemprov termantaatkan
; Dan Kabupaten dan Pemkab
k PSR S S A-i B e SRS W _,__-_1,,”..'_,.*_“ = A S T L S W
Melakukan Uji Melakukan
; Coba dan serah Uji Coba dan
i terima hasil serah terima
pekerjaan dari hasil
Penyedia Jasa , pekerjaan |
‘ Menerima Hasil i Ser.ah
| Pekerjaan dari  |g—— lerima
| Penyedia Kepada
{ i BAKTI
S = = ol e t e 5 WSS (e S,
| | - | serah Terima i | Serah Terima ;
‘ ' | Kepada & dari BAKTI !
| | Kabupaten Kota



PEMANFAATAN
KAWASAN HUTAN

MITRA DINAS LHK UPTD KPH DINAS KEMENTERIAN
(MASYARAKAT/ PROVINSI KAB/KOTA PMPTSP LINGKUNGAN
SWASTA/ LSM) PROVINSI HIDUP DAN
KEHUTANAN
PERMOHONAN é SURVEY LOKASI

-~
PEMBUATAN PETA
PEMANFAATAN

PERTIMBANGAN

TEKNIS

N
PEMANFAATAN
KAWASAN
HUTAN
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A. PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

KEMENTERIAN
PUPR

DINAS
PUPR
KAB/
KOTA

DINAS PUPR BAPELIT
PROVINSI BANGDA

KONTRAKTOR/
PENGEMBANG

...V‘__...,.A,N_.,M<<ﬁ.,_.,__«_._4..._«‘,

REGULASI
DAN

PENETAPAN
KEWENANGAN

A

IDENTIFIKASI
KERUSAKAN
JALAN/
JEMBATAN

KOORDINAS!, KONSOLIDASI DAN
SINKRONISAS| PROGRAM

TR ST S ENOL ST e SRt

{ pemBANGUNAN

PEMELIHARAAN

JALAN DAN
L JEMBATAN
v |
MONITORING DAN EVALUAS ?
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B. PENINGKATAN KUALITAS EMBUNG DAN AIR BAKU

PEMANFAATAN
HASIL
PEMBANGUNAN
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DESA/ DINAS PUPR/ DINAS PUPR BAPELITBANDA | KEMENTRIAN DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS PENGEMBANG/
KELOMPOK BAPEDA - KAB / PROV. NTT PROV. NTT PUPR/ PERTNIAN PETERNAKAN PERIKANAN PARIWISATA/ LINGKUNGAN KONTRAKTOR
MASYARAKAT KOTA. KOP. HIDUP DAN
NAKERTRANS KEHUTANAN
| permoronan ) L[ KooROIASI DATABASE/ | | |
DAERAH J , 1 ’ | ; | |
: B w i i | ' L ! 1
| ! { i
T KOORDINASI / SINKRONISAS! PROGRAM ! NIN PAKAI :
‘ ’ KAWASAN i
:l , HUTAN ‘ |
: : ! 5 | f
Lo r o I | ! | : |
| | | | | |
KOORDINASI / ;
SINKRONISAS ? | UKL - UPL ;
| PROGRAM i 5 !
GNKPA DAN 5 ; |
DSDA 5 | | |
| | | i |
i i v i : |
‘ i y h 4 ! £ i i
. _ | , |
SENTRA ; SENTRA | SENTRA DAERAH 1 i
PRODUKSI | PRODUKSI PRODUKSI WISATA/UKM || '
PERTANIAN | | PETERNAKAN PERIKANAN ; |
N | | ‘ ‘ ;
PEMBANTUAN PEMBANGUNAN ! H ! |
PENGAWASAN PRASARANA SDA | f :




DINAS LHK
PROVINSI

DINAS PUPR
PROVINSI

BAPPELITBANGDA
PROVINSI

PERANGKAT
DAERAH
TERKAIT

GUBERNUR
NTT

DPRD
PROVINSI

KEMENTERIAN
ATR

BADAN
INFORMASI
GEOSPASIAL

KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

PENYUSUNAN | | |
KLHS J | | |
y | '
( VALIDASI DOKUMEN KLHS ] " if r !
g = - E.._.A, TSI sl > MU= S wilan oo FrSt o - ? " » ¥ i A R - At SRR
{ PENYUSUNAN RANCANGAN RTRW ] | ;
| | | |
i A ,, g i
( PEMBAHASAN RANCANGAN RTRW } g
T T | |
| KLINIK ] ?
| PemBaHAsANLINTAS |B{ PEMBAHASAN z PEMBAHASAN LINTAS SEKTOR
SEKTOR LINTAS i
SEKTOR | ; ‘ %
R A S e o ! A i ..‘.. = e - ” e ~.:L N o '1‘ e A i
[ perseuuan | [ EvALUASIRANPERDA
'L BERSAMA J
PENETAPANPERDA |
; RTRW I ! ‘
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A. Peningkatan Sarana Perhubungan (Penerbitan Rekomendasi Teknis=Angkutan Jalan, Angkutan Pelayaran dan Lalu Lintas Jalan)

Sistem Online Single DPMPTSP Prov.
Kemenhub Pelaku Usaha Submission (OSS) RBA Dishub Prov.NTT NTT Pelaku Usaha Masyarakat
Regulasi :
~ |
. : Menjalanka
Perr:oh;)nan Izin , rSK Izin dan/atau US::]: :e:ua'i‘ Pemanfaatan
an/atau i . >
Rekomendasi || NIB + Sertifikat Standar Rek:n':e?dasi Stridas Layanan
Teknis (Akses ' 5 \. o | Pelayanan ;
Login) ; ) ' ;
v

e e e

N4

|
i
|
|
|
|
-+
|

\.

i rPeninjauan lapangan dan Penilaian
Teknis

Monitoring ' (Pelaporan dan
| Evaluasi dan Evaluasi Kualitas
Pengawasan Layanan
J 9 ¥

Peran serta masyarakat
dalam pengawasan
melalui layanan
informasi pengaduan
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B. Peningkatan Prasarana Perhubungan (Terminal Tipe B)

Badan ;
Pendapatan e DPMPTSP
Kemenhub Dishub Provinsi Pemkab./Kota | Pemerintahan o Investor Gubernur Masyarakat
dan Aset p Provinsi
dan Kerja Sama
Daerah
™\ i : : |
Regulasi ULSULan_PTene:Bpé;n Koordinasi Penyediaan lahan / P3D Terminal oleh | & Sesbpactoniit |
; A SRR Pemkab./Kota ' | Terminal Penumpang |
| | Penumpang Anglutan ‘ ,' * , 5| Angkutan Jalan Tipe B |
i Jalan Tipe B ! | | ! | ?
¥ i i i |
| i i ! | i | { ‘
~ ( studiHigh and Best | | i
Used Terminal | f 5 f i E |
- | Penumpang Angkutan J g Penyusunan MoU bersama pihak Penandatanganan
| Jalan Tipe B | i terkait MoU
| |
; | |
, % »
| | | |
; Integrasi Trayek ’ Pembangunan ?
| ' Layanan dan : | Pemanfaatan

Angkutan Kota
dan Perdesaan

Pemanfaatan ?
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Badan

Biro
Kemenhub Dishub Provinsi Pasgaatan Pemkab./Kota | Pemerintahan DENEaR Investor Gubernur Masyarakat
dan Aset 5 Provinsi
dan Kerja Sama
Daerah
T lalui |
Monitoring dan Evaluasi Monitoring Laporan dan poratT mela uu'
dan Evaluasi Evaluasi i layanan informasi
? g pengaduan
. I\ y

/)
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C. Peningkatan Prasarana Perhubungan (Bandar Udara dan Rute Penerbangan)

Operator

Kemenhub Dishub Provinsi Pemkab./Kota
Penerbangan

Masyarakat

[ Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Baru dan/atau Pengembangan J

Survey / Studi le I Usulan

Usulan dan
Penyediaan lahan

|
s

Pembangunan/ | | l Pemanfaatan layana n]

Pengembangan [ , :
BandarUdara 1| ; '| Pemanfaatan [T Jasa penerbangan
Rencana Induk | | J | j | Bandaradan | |
Nasional | | 3 Rute | \I{
Bandar Udara ( Pengumuman ) { |
dan Penetapan pembukaan rute || ; | Penerbangan t '
Rute penerbangan | |  Komersil/ [ Laporan melalui
Penerbangan | 5| komersil atau | Perintis | 1ayanan informasi
i |
pelelangan r , | } j pengaduan
subsidi rute : { f

L——————/ \ perintis /|

A Laporan dan

Evaluasi
Kualitas
Layanan

Monitoring dan Evaluasi

J
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D. Peningkatan Prasarana Perhubungan (Pelabuhan dan Rute Pelayaran dan Penyeberangan)

Giila Operator
Kemenhub Dishub Provinsi Pemkab./Kota 4 Masyarakat
Pelayaran
[ Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Baru dan/atau Pengembangan ] i
Survey / Studi |¢ 5 [Usulan, Survey Usulan
| danStudi
) ("—"“\ . { Pemanfaatan layanan
Pembangunan/ | : jasa pelayaran,
Pengembangan Pelabuhan sesuai kewenangan penyeberangan dan
‘| Pemanfaatan | | Tol Laut
Rencana Induk % w | |
| Pelabuhandan | |
Pelabuhan e N | Rute Pelayaran | | \l,
Nasional dan ; ; |
P ; Komersil / | :
enetapan s el [ Laporan melalui
Rute Pelayaran Pengumuman pembukaan rute pelayaran komersil atau pelelangan . Perintis ar inf ;
—> subsidi rute perintis sesuai kewenangan 5’ FYenBR IVOTmast
I\ } | pengaduan
:’
M (N A | A
) | Laporan dan
Monitoring dan Evaluasi f Evaluasi &
| Kualitas
AR Layanan
N ! \ J
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E. Peningkatan Prasarana Perhubungan (Fasilitas Keselamatan Jalan)

ishub Kab.
Kemenhub Dishub Provinsi Bishuh Kb / Forum LLAJ Masyarakat
Kota Pengguna Jalan
[ Identifikasi Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan ]

i

rpes SRS MDY oy

(b

Usulan

Persetujuan [€ l sulan Usulan
N

4

Penyusunan Rencana Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan

f Pemanfaatan

dan Pemasangan sesuai kewenangan

Nl

Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pemeliharaan sesuai kewenangan

. | Laporan melalui
il layanan informasi
” pengaduan
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PEM. KAB/ | DINAS ESDM BAPELIT KONTRAKTOR/
KOTA PROVINSI BANGDA PENGEMBANG
IDENTIFIKAS| KEBUTUHAN ‘
KELISTRIKAN |
= s " - Q__;_______ e e w— i %
KOORDINASI DAN SINKRONISAS! PROGRAM |
' [ Pemeancunan | PEMBANGUNAN
SARPRAS ,: , SARPRAS
| KEUSTRKAN | KELISTRIKAN é
PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN
PELAPORAN
HIBAH/ PENYERAHAN ASET KE
PEM. KAB/ KOTA
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A. PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN SMA/SMK.SLB

PRESIDEN RI KEMENKEURI | KEMENDIKBUD | PUPR PROVINSI BIRO PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN PENYEDIA
RI BARANG DAN JASA DAN KEBUDAYAAN BARANG
PROVINSI
( Regulasi g r lasi ( i ji.
eg Regulasi Regulasi Kajian Melaksanakan Membuat Kontrak Melaksanakan
tentang > tentang > Petunjuk Analisis Proses Pelelangan Kerja dengan Pekerjaan
Pengadaan Penyaluran Teknis dan Kerusakan Pembangunan Penyedia Pembangunan
Barang Dana Alokasi Penetapan Banguna Gedung Baru Pemenang Tender Gedung Baru
Jlasa Khusus Fisik Penerima Hingga Penetapan Lelang Sesuai Kontrak
Pemerintah dan NonFisik Dana DAK Pemenang
L / Bidang Fisik dan

Kerja

Pendidikan Nonfisik

B. PENGEMBANGAN KARIER PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB

KEMENDIKBUD DINAS P&K KORWAS SEKOLAH PTK LPMP PERGURUAN
(APLIKASI SIM PROVINSI NTT

TINGGI
PKB)

Sum(Edaran\ (Menginform\ ( Meneruska\ (Manemska\ i Melakukan \

tentang asikan ke n Informasi n Informasi Pendaftaran
Pembukaan korwas ke sekolah ke PTK melalui
Pendaftaran tentang | SMA/SSMK/ || SMA/SMK/ }—pf Aplikasi SIM

Calon pembukaan SLB SLB PKB

Memfasilit i Menjadi a
berkas asi tes mahasiswa
secara UKG, PPG program

online dan UKG, PPG

melakukan dan
dinyatakan
; lulus
apabila .
dinyatakan seé:agm
lulus maka uru

PTK berhak Profesional

untuk

N _/

vl
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C. PENGELOLAAN DANA BOS

A
Pengelolaan
Dana BOS

Pelaporan

KEMENDIKBUD Rl | KEMENKEU RI KEMENDAGRI RI DINAS DISDIKBUD SATUAN KPPN WiL. BANK BADAN
PENDIDIKAN KAB/KOTA PENDIDIKAN KUPANG PENYALUR KEUANGAN
DAN DAERAH PROVINSI
KEBUDAYAAN
PROVINSI
F \ ( Melakukan (" Mensinkroni
Proses Menyalurk sasi Data
Transfer anDana dengan
L . i
Regulasi Terkait Dana BOS Sosiali r Sosialisasi Update Da": e BOS ke . :;:';:
Juknis Dana Penggunaa Data e. Rekening EONGIRD
BOS n Dana BOS DAPODIK feboins Sekolah dan
Sekoiah Penerima Kebudayaan
Penerima Provinsi dan
\ KPPN Wil.
Kupang
J \_ J
Monitoring Monitoring
dan Evaluasi dan Penyusunan
Dana BOS Evaluasi RKAS
Dana BOS

A. UPAYA PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (SPA)

RUMAH SAKIT
RUMAH DINKES DINKES KEMENKES RI
SAKIT KAB/KOTA DUKCAPIL
PROVINSI
SPA pada Aplikasi Monitoring dan Validasi Pengawasan, Monitoring Monitoring dan Validasi
ASPAK dan SPA untuk Rumah Sakit Kelas C dan Validasi untuk untuk Rumah Sakit Kelas B,
dan D Rumah Sakit Kelas B, C CdanD
dan N
\ 4
Penetapan SK Review
Kelas Rumah Sakit
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B. UPAYA PERIJINAN DAN AKREDITASI FKRTL

RUMAH SAKIT DINKES DINKES KOMISI
DAERAH KAB/KOTA DUKCAPIL AKREDITASI RS
PROVINSI
Melakukan

Meld(p i - Pembinaan Pmdm
Kesehatan yang - 4 Melakukan Pembinaan ]
bermutu sesuai Pra dan Pasca

standar Akreditasi
akreditasi N

Membuat Usulan » Menugaskan Surveyor

Mengeluarkan Surat
Tugas Surveior
KARS
Melaksanakan
Penilaian Survei
Akreditasi RS
Mengeluarkan hasil
dan serfifikat
akreditasi RS
C. PENANGANAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA
MASYARAKAT | PUSKESMAS DINKES DINKES PUSAT KRISIS
KAB/KOTA DUKCAPIL KEMENKES RI
PROVINSI
bencana tentang kejadian meneruskan laporan meneruskan laporan
permintaan bencana dan bencana dan
Penanganan
Bencana

Mendapatkan Mendistribusikan Mengirimkan Mengirimkan Dukungan kebijakan ]
Kebutuhan Kebutuhan Permintaan Permintaan Ananaran dan | anistik
Pelayanan Kebutuhan Kebutuhan
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D. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

PUSKESMAS DINKES DINKES DIREKTORAT
KAB/KOTA DUKCAPIL YANKES,
PROVINSI KEMENKES RI

Pembinaan,
Pemantauan dan
Pengawasan
Upaya Pelayanan
Kesehatan
kepada
Pembuatan Laporan Hasi
Pelaksanaan Upaya
Pelayanan Kesehatan
Menenma dan Menenma dan Menenma dan
> mengkompias Laporan mengkampiias Laporan mengkomgiias: Laporan
Hasi Pelaksanaan Upaya Hasil Pelaksanaan Upaya Hasil Pelaksanaan Upaya
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan

E. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

PENYEHAT DINKES | DINKES SENTRA DIREKTORAT
TRADISIONAL | KAB/KOTA | DUKCAPIL | PENGEMBANGAN | YANKES
PROVINSI DAN KEMENKES
PENERAPAN RI
PENGOBATAN
TRADISIONAL
(SP3T) PROVINSI

Melakukan 1 Melakukan

Pengawasan Pengawasan

Metakukan Tugas Fungs: Penapisan

Wmmu

Menenma dan
> gkompiias: laporan
pelayanan kesehatan
tradisional
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F. UPAYA PERIJINAN DAN AKREDITASI FKTL

DINKES
KAB/KOTA

DINKES DUKCAPIL
PROVINSI

KOMISI AKREDITASI
FKTP KEMENKES RI

Melakukan Pembinaan

Memverifikas Usuian
dan mengajukan ke
Provinsi

Pra dan Pasca
Akreditas

Memvenfikas Usulan

Koms: Akreditas FKTP

Menyusun Jadwal dan
Menugaskan Surveyor
Akreditas FKTP
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G. PELAKSANAAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT, VAKSIN DAN PERBEKALAN

KESEHATAN
FASYANKES DINKES DINKES DITJEN
KAB/KOTA DUKCAPIL FARMALKES,
PROVINSI KEMENKES RI
o= R .
Penyusunan Verifikasi dan Verifikasi, Validasi Verifikasi RKO,
RKO Penyusunan dan Penyusunan Penyediaan Obat,
L RKO RKO Vaksin dan Perbekes
i Y,
Penerimaan dan b Distribusi Obat, \
Penyimpanan Obat, [®—| Vaksin dan Perbekes
Vaksin dan ke Provinsi
Perbek
es D
e )
Permintaan Validasi Kebutuhan
Obat, Vaksin Obat, Vaksin dan
dan Perbekkes Perbekes ke
Kab/Kota
. ‘ J
' ~\
Penerbitan SBBK
<3 J
Penerimaan Obat, Penerimaan Obat, Pendistribusian Obat,
Vaksin dan Vaksin dan Vaksin dan Perbekes

Perbekes Perbekes ke kab/kota

?

H. PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS BAGI PENGELOLA DAN PERUSAHAAN
PENYEDIA

PERUSAHAAN DINKES DINAS PENANAMAN DITJEN
PENYEDIA DUKCAPIL | MODAL PELAYANAN | FARMALKES,
(PBF, PAK, PROVINSI TERPADU SATU | KEMENKES RI

UKOT) PINTU

Permintaan Berita Acara f Penerbitan 1zin
Rekomendasi Pemeriksaan

Rekomendasi
__{ Penerbitan Izin ]

[ Pembinaan dan

j
Penaawasan J‘
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PERANGKAT BIRO KEMENDAGRI BIRO HUKUM DPRD GUBERNUR
DAERAH/  ORGANISASI
AKADEMISI

oy
WK:\OI Pcrtdn;- Validasi Usulan Pmmn? Pembahasan
dengan Penataan Ranperda
Kelembaaaan Provinsi Ranpergub Rl
' Y

Penyusunan
Dokumen
Usulan
Penataan
sy
|mm ' Persetujuan ' 4 Pen;,am.nﬂ
Perda Peraturan
Daerah
e L
o e
Pengesahan
—» Peraturan
Gubernur
N )

BIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Teknis Penerapan Kelompok Budaya

St ks
Budaya Kerja Keria
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BIRO ORGANISASI PERANGKAT BIRO HUKUM GUBERNUR

DAERAH

il B

Perda Perangkat Daerah /
Pergub Susunan,
Kedudukan OPD

S
Pengisian Formulr Anjab dan ABK

Anjab dan ABK
L Perangkat Daerah
v
( hasil
validasi Anjab dan ABK
kepada Perangkat
Daerah

ABK dan Peta Jabatan
Perangkat Daerah kedalam
Apiikasi G Sinjab Biro

B. PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

PERANGKAT BKD KEMENPAN
DAERAH
r )
Usulan Formasi Sesuai Anjab, Pembahasan Validasi Usulan sesuai
ABK dan Peta Jabatan dengan PD Perencanaan Formasi
SR Peqawai
Penyusunan
Kebutuhan
ASN seluruh
unit/SKPD
melalui e-
formasi
TR
Menyampaikan
hasil penyusunan
kebutuhan

ASNProvinsi NTT
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C. PENDIDIKAN APARATUR

PERANGEKAT BKD SEKDA GUBERNUR

DAERAH
Mengusulkan Pegawai ljin

Belajar/Tugas Belajar

Memvenfikas
berkasfadminstras
Pertimbangan kepada Rekomendasi
Pejabat Pembina fjinftubel
Kepegawaian

A. PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

BIRO PERANGKAT KEMENPAN BIRO HUKUM GUBERNUR
ORGANISASI DAERAH RB

Finalisasi Dokumen i insi
Peta Probis Provinsi Probis Povinsi Kepgub Peta
dan Probis PD

dan Probis PD
Probis PD

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023 QGq




B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

BIRO ORGANISASI PERANGKAT BIRO HUKUM GUBERNUR
DAERAH
. Bimbingan Teknis Penyusunan
SOP-AP bagi Perangkat
Daerah
A
v

Bersurat ke Perangkat Daerah Inventarisir SOP-AP

untuk menginventarisir SOP- berdasarkan Tugas dan
L AP Fungsi Perangkat Daerah

4 ™

Desk Penyusunan SOP- oJ Penyusunan Draft SOP-
L AP J‘ L AP Perangkat Daerah
-

Pembahasan / Validasi

Draft SOP-AP PD -«

. ; )

oy Penyusunan K

Fmﬁﬂmwl ~»|  Rankepgub SOP-AP mp:”]

PD

L J

C. PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SPBE

DINAS PERANGKAT KEMENTERIAN BIRO GUBERNUR
KOMINFO DAERAH PAN RB HUKUM

Penyusunan
Renduk , Peta
Rencana,

Arsitektur
SPBE

Menjaring / o FGD dengan
identifikasi PD dan
kebutuhan dan Pemangku
harapan PD / Kepentingan
Pemangku

Kepentingan
A

Rancangan ik e " Konsultasi dan
Dokumen Renduk, asistensi dokumen
Peta Rencana, manajemen SPBE
Arsitektur SPBE 5 \_

Proses
Penetapan Penetapan
Pergub thd Pergub thd

dokumen dokumen
manajeme manajemen
n SPBE SPBE

( Melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur W
tentang Renduk SPBE, Peta Rencana SPBE, [«
ik Arsitektur SPBE. I
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A. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH STAKEHOLDER

Bimbingan Teknis
Penyusunan SPP bagi
Perangkat Daerah

Bersurat ke Perangkat
Daerah untuk
Penvusunan SPP

Desk Penyusunan

FGD dengan

H
%
3’
$

Monev SPP
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B. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

BIRO ORGANISASI PERANGEKAT MASYARAKAT / KEMENTERIAN

DAERAH / UKP PENGGUNA PAN RB
LAYANAN
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan SKM
kepada Perangkat
Daerah / Unit Kerja
Pelayanan
A
Penyusunan Instrumen ﬂ KW Data b i =
"N (Observasi, Wawancara kuesioner ,
P, dan Pengisian
Kuesioner) Y
Pengolahan Data
SKM
Perhitungan Indeks
Kepuasan
Masvarakat

Publikasi Hasil
SKM dan IKM

SKM dan IKM
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C. PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI LAPOR

SP4N
BIRO ORGANISASI MASYARAKAT / PERANGKAT DAERAH KANTOR STAF
PENGGUNA PRESIDEN /
LAYANAN KEMENTERIAN PAN

RB/ OMBUDSMAN

Tindakianjut Laporan

A. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

BIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KEMENPAN RB
penyusunan Rencana R Keri
e =
Velidesi M Penandatanganan
Rencana Kerja > Rencana Kerja
Tahunan Tahunan
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B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

BIRO PERANGKAT GUBERNUR KEMENTERIAN
ORGANISASI DAERAH PAN RB
( ik
Payusinan Perjenjan
Kinerja ke Perangkat
Daerah
‘ ( Penandatanganan
Validasi Draft Perjanjian »| Peranjien Kinerja PD
K PD dan PK ol
[ ""g:pm J 'L dan PK Banmj
v
oen E SAKP o Pondoumertasin
o Evalues

C. PENGUKURAN KINERJA

BIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data
Penyampaian ke Pengukuran Kinerja

Penyusunan Format
Perangkat Daerah ]

SEKRETARIS DAERAH

JWI
l Kineria
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A. PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH

PERANGEKAT
DAERAH

AKADEMISI
/STAKE

HOLDER

TERKAIT

BIRO
HUKUM

DPRD

KEMEN
DAGRI

GUBERNUR

SEKDA

= e

« TO———

H
i i
! a ;
t ' i
i H i i
i H { ; : Pengundangan
! ; : i
H i i i
i i e e e S
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B. PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN GUBERNUR

PERANGKAT | AKADEMISI BIRO GUBERNUR SEKDA
DAERAH /STAKE HUKUM
HOLDER
TERKAIT

FGD/ Pembahasan ]
=
R T e i
Pengusulan Penyusunan
Ranpergub > Ranpergub
0 TS S

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023 103 (



BIRO PERANGKAT
ORGANISASI DAERAH BKD KEMENPAN BKN
PROVINSI
l 1 i 3 i 4 |

\
Penyusunan ANJAB,
ABK, Peta Jabatan
N * J
~
Pengusulan Formasi Pembahasan Validasi Usulan sesuai
sesuai Kebutuhan dengan PD Perencanaan Formasi
Pecawai
e J * J
_J
Kebutuhan ASN
seluruh uniVSKPD
melalui e-formasi
v
Menyampaikan hasil Formasi CPNS
penyusunan kebutuhan
ASN Provinsi NTT
keoada Menoan-Rb

BKD PROVINSI FERAMCEAT SEKDA

DAERAH PROVINSI GUBERNUR

o
Online / Manual < PPK OnlineManual
l ke BKD
Rekapitulasi PPK
Online/ Manual
R i i)
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PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI

BKD PROVINSI

SEKDA

GUBERNUR

2

Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Disiplin ASN

o

Rapat Dewan

PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI

DINAS KOMINFO
PROVINSI
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PERANGKAT DINAS BADAN SIBER
DAERAH KOMINFO KE'I:IIOE::’: 2 :)AN KE“:EATE;IAN DAN SANDI
PROVINSI PROVINSI NEGARA
T Ty
Identifikasi
Kebutuhan Layanan

[Si’ !
L]

J

Desain Tools ( Desain Tools
dan Interface dan Interface
Website Website
\_ * e

oISty
Pembangunan
#4
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BAB III

PENUTUP

Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2018-2023 ini wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan
Program dan Kegiatan Prioritas untuk mencapai Visi Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2023.
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